PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan
Rancangan  Peraturan Daerah  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan Bersama,;

b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26338);

2. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43395);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 483,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 457595);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor S
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Lampung;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51695);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5295);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun



2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5695);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4707 Tahun
2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung;

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan vyang dapat dijadikan milik daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Perda;
3. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;



gl B

10.

11.

12,

13,

14.

15.

16.

iy §

13.

-5 -

. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah,;
. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan Kkeuangan antar-daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerabh,;

. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali;

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
Kebijjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah;

Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi daerah
kabupaten, atau Wali kota bagi daerah kota;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.



Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp7.593.705.281.643,14 yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfier;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

(1)

(2)
(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

Pasal 4
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp3.337.313.053.908,14 yang bersumber atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp2.797.559.165.839,00
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b
direncanakan sebesar Rp11.431.298.440,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) huruf ¢  direncanakan sebesar
Rp75.327.175.290,14
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp452.995.414.339,00

Pasal S
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp4.242.476.883.000,00 yang terdir1 atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurut a direncanakan sebesar Rp4.213.043.875.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.433.008.000,00

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl13.915.344.735,00 yang terdirl
atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp13.915.344.735,00

Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00



(4)
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Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp7.480.925.281.643,14 yang terdir1 atas:

a. Belanja Operasional;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga;

d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut

(2)

(1)

(4)

(9)

a direncanakan sebesar Rp5.281.917.481.778,46 yang terdir1 atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidji;

e. Belanja Hibah; dan

f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurutf a
direncanakan sebesar Rp2.037.890.551.882,46

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b
direncanakan sebesar Rpl1.482.265.411.055,00

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp32.000.000.000,00

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rpl1.721.497.741.841,00

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t
direncanakan sebesar Rp8.263.777.000,00

Pasal 9
Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut b
direncanakan sebesar Rp828.811.711.485,00 yang terdir1 atas:
. Belanja Modal Tanah;
. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
Belanja Modal Aset Lainnya.
Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp4.640.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp170.259.003.923,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp202.008.718.100,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp422.960.889.645,00
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Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp28.933.099.817,00

Belanja Modal Aset Tidak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,00

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut c
direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurud d

(2)

(3)

direncanakan sebesar Rp1.340.196.088.379,68 yang terdir1 atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a
direncanakan sebesar Rp1.340.196.088.379,68

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b
direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
RpS58.790.000.000,00 yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

(2)

(3)
(4)
()
(6)

(7)

hurud a direncanakan sebesar Rp58.790.000.000,00 yang terdir1 atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

e. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; dan

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undagan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp58.790.000.000,00

Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp0,00
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Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

(2)

(3)

(9)

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

hurud b direncanakan sebesar Rp171.570.000.000,00 yang terdir1 atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut

a direncanakan sebesar Rp0,00

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp30.390.000.000,00

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp141.180.000.000,00

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut d

direncanakan sebesar Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 15
Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar

Rp112.780.000.000,00
Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan

terhadap Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp(112.780.000.000,00)
Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Lampung TA 2021.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih nesar bag Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1
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. Lampiran I

. Lampiran II

. Lampiran III

. Lampiran IV
. Lampiran V

. Lampiran VI

. Lampiran VII
. Lampiran VIII
. Lampiran IX

. Lampiran X

. Lampiran XI

. Lampiran XII
. Lampiran XIII

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

10. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak Anggaran Sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran yang direncanakan;

11. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
12. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



o

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-12- 2020
GUBERNUR LAMPUNG,

——yf—

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung

pada tanggal 29 - 12 - 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

s R
Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama
NIP 19641021 199003 1 008




